SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 17/IT3/HM/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 21/IT3/HM/2019 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Menimbang

Mengingat

a.

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

bahwa sehubungan dengan adanya penambahan
ketentuan mengenai pembiayaan dalam penggandaan
dan pengiriman salinan informasi, maka Peraturan
Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 21/1T3/HM/2019
tentang Pengelolaan Informasi Publik Institut Pertanian
Bogor perlu diubah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Atas
Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor
21/IT3/HM/2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik
Institut Pertanian Bogor;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang
Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor
Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
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9. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor
Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan
Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 21/IT3/HM/2019
TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK INSTITUT
PERTANIAN BOGOR.

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor
21/IT3/HM/2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik Institut Pertanian
Bogor, diubah sebagai berikut:

Pasal I

Ketentuan Pasal 12 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 12 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan permintaan untuk
memperoleh Informasi Publik kepada IPB secara tertulis melalui surat
konvensional, surat elektronik, atau permintaan tertulis melalui media
sosial atau tidak tertulis melalui datang langsung, via telepon, dan
permintaan tersebut . dilengkapi dengan fotokopi identitas diri dari
Pemohon Informasi atau akte pendirian bagi Pemohon Informasi yang
merupakan badan hukum/organisasi.

(2) IPB mencatat nama, alamat dan identitas diri/akte pendirian Pemohon
Informasi Publik, subjek, alasan atau peruntukannya, format informasi
dan cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi
Publik.

(3) IPB memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nomor pendaftaran pada saat
permintaan diterima.

(4) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, IPB
wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis berisikan:

a. informasi yang diminta pihak Pemohon Informasi;

b.informasi bahwa informasi yang diminta pihak Pemohon Informasi
berada di bawah penguasaannya, tapi keberadaan informasi yang
diminta tidak diketahui;

c. penolakan permintaan dengan alasan informasi yang diminta termasuk
ke dalam informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh publik;

d. permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi
informasi yang akan diberikan;

e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan, maka
informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai
alasan dan materinya;

f. alat penyampaian dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
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(5) IPB dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini, paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja berikutnya dengan meinberikan alasan secara tertulis.

(6) Dalam hal Pemohon Informasi memerlukan fotokopi atas Informasi Publik
dalam bentuk tercetak (hardfile), maka biaya penggandaan dan pengiriman
atas salinan informasi tersebut dibebankan kepada Pemohon Informasi
sesuai dengan standar biaya yang berlaku secara umum.

Pasal II
Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 14 Agustus 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Sq@mg,p sesuai dengan aslinya

4 ?ﬁ
1142005011002



